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ABSTRAK 

Koperasi merupakan salah satu pilar ekonomi kerakyatan yang 

berlandaskan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi sebagaimana diamanatkan 

dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Salah satu prinsip 

fundamental dalam koperasi adalah prinsip keanggotaan yang bersifat sukarela dan 

terbuka. Prinsip ini menuntut adanya kehendak bebas dari setiap pendiri dan 

anggota koperasi sejak tahap pendirian. Namun, dalam praktik pendirian Koperasi 

Desa Merah Putih, yang merupakan program percepatan pembangunan ekonomi 

desa, ditemukan indikasi penyimpangan terhadap prinsip sukarela, berupa 

keanggotaan yang bersifat formalistik dan berpotensi mengandung unsur paksaan 

administratif. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah pelanggaran prinsip 

sukarela dapat dijadikan dasar pembatalan isi Akta Pendirian Koperasi Desa Merah 

Putih yang dibuat oleh notaris, serta untuk mengkaji akibat hukum terhadap akta 

notaris yang dibuat tanpa terpenuhinya prinsip sukarela. Metode penelitian yang 

digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-

undangan dan pendekatan konseptual, melalui penelaahan terhadap peraturan 

perundang-undangan, doktrin hukum, dan teori-teori hukum yang relevan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip sukarela merupakan syarat 

materiil yang esensial dalam pendirian koperasi. Pelanggaran terhadap prinsip 

tersebut dapat dikualifikasikan sebagai cacat kehendak sebagaimana diatur dalam 

Pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga menyebabkan tidak 

terpenuhinya syarat subjektif sahnya perjanjian. Akibatnya, Akta Pendirian 

Koperasi Desa Merah Putih yang dibuat tanpa prinsip sukarela berpotensi untuk 

dimohonkan pembatalannya. Selain itu, pelanggaran prinsip sukarela juga 

berimplikasi pada tanggung jawab hukum notaris, yang berkewajiban memastikan 

terpenuhinya syarat formil dan materiil dalam pembuatan akta pendirian koperasi. 

Dengan demikian, prinsip sukarela tidak hanya berfungsi sebagai asas etik koperasi, 

tetapi juga sebagai norma hukum yang menentukan keabsahan akta pendirian 

koperasi dan menjamin kepastian hukum bagi para anggotanya. 

Kata Kunci: prinsip sukarela, koperasi desa merah putih, akta pendirian koperasi, 

notaris, keabsahan akta. 
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ABSTRACT 

Cooperatives constitute one of the pillars of the people’s economy based on 

the principles of kinship and economic democracy, as mandated by Article 33 of 

the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and Law Number 25 of 1992 on 

Cooperatives. One of the fundamental principles of cooperatives is voluntary and 

open membership, which requires the free will of every founder and member from 

the initial stage of establishment. However, in practice, the establishment of the 

Merah Putih Village Cooperative, as part of a government program to accelerate 

rural economic development, indicates deviations from the principle of 

voluntariness, particularly in the form of formalistic membership that potentially 

involves administrative coercion. 

This research aims to analyze whether violations of the voluntary principle 

can serve as a basis for the annulment of the deed of establishment of the Merah 

Putih Village Cooperative executed by a notary, as well as to examine the legal 

consequences of notarial deeds made without fulfilling the principle of 

voluntariness. This study employs normative legal research methods using statutory 

and conceptual approaches by examining legislation, legal doctrines, and relevant 

legal theories. 

The results of the study indicate that the principle of voluntariness 

constitutes an essential material requirement in the establishment of a cooperative. 

Violations of this principle may be classified as defects of consent as regulated 

under Article 1321 of the Indonesian Civil Code, resulting in the failure to fulfill 

the subjective requirements for a valid agreement. Consequently, the deed of 

establishment of the Merah Putih Village Cooperative made without voluntariness 

may be subject to annulment. Furthermore, violations of the voluntary principle 

also have legal implications for the notary, who is obligated to ensure that both 

formal and material requirements are fulfilled in the preparation of the deed. 

Therefore, the principle of voluntariness functions not merely as an ethical 

foundation of cooperatives, but also as a legal norm that determines the validity of 

cooperative deeds and ensures legal certainty for cooperative members. 

Keywords: voluntary principle, Merah Putih village cooperative, deed of 

establishment, notary, legal validity. 
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RINGKASAN 

TIDAK TERPENUHINYA PRINSIP SUKARELA KEANGGOTAAN 

KOPERASI SEBAGAI DASAR PENDIRIAN DALAM ISI AKTA KOPERASI 

DESA MERAH PUTIH YANG DIBUAT OLEH NOTARIS  

 

BAB I, Koperasi Desa Merah Putih sebagai instrumen ekonomi kerakyatan 

harus memenuhi prinsip keanggotaan sukarela. Praktik percepatan pendirian 

koperasi menimbulkan dugaan pelanggaran prinsip tersebut dan memunculkan 

persoalan keabsahan akta pendirian yang dibuat oleh notaris. 

BAB II, Prinsip sukarela merupakan syarat fundamental pendirian koperasi 

dan berkaitan dengan syarat sah perjanjian Pasal 1320 BW. Pelanggaran prinsip ini 

menimbulkan cacat kehendak yang dapat dijadikan dasar pembatalan akta pendirian 

koperasi. 

BAB III, Akta pendirian koperasi tanpa prinsip sukarela kehilangan 

kekuatan hukum secara materiil, berpotensi dibatalkan, serta menimbulkan akibat 

hukum bagi koperasi dan tanggung jawab bagi notaris. 

BAB IV, Ditegaskan bahwa prinsip sukarela wajib dipenuhi secara 

substantif untuk menjamin keabsahan akta koperasi dan kepastian hukum dalam 

pendirian Koperasi Desa Merah Putih. 
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